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ABSTRAK

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal
masih dihadapkan pada kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan,
serta ketimpangan layanan sosial bagi keluarga rentan. Program Keluarga Harapan
(PKH) tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga membutuhkan pendamping
yang membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengakses layanan dan
membangun kemandirian. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran serta hasil
pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede
Yogyakarta.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif di Kemantren Kotagede
yang meliputi Kelurahan Purbayan, Rejowinangun, dan Prenggan. Informan dipilih
secara purposive sampling dan terdiri atas tiga pendamping PKH serta sembilan
KPM dengan kondisi kepesertaan yang beragam. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, kemudian diuji dengan
triangulasi sumber dan metode serta dianalisis menggunakan model interaktif
Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH menjalankan peran
fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis. Peran tersebut terlihat dalam fasilitasi
akses pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan sosial, penyelesaian persoalan
administrasi, P2K2, penguatan pengelolaan keuangan, serta penghubungan KPM
dengan program pemberdayaan dan layanan lintas instansi. Hasil pendampingan
tampak pada meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, perhatian keluarga
terhadap gizi dan pengasuhan, kemampuan mengatur kebutuhan keluarga,
pemanfaatan bantuan secara lebih terarah, serta dorongan menuju usaha produktif
dan graduasi mandiri. Kontribusi ini mendukung pengentasan kemiskinan,
kehidupan sehat, pendidikan berkualitas, dan berkurangnya kesenjangan namun
perubahan perilaku dan kemandirian KPM belum merata sehingga pendampingan
berkelanjutan tetap diperlukan.

Kata Kunci: Pendamping PKH; Keluarga Penerima Manfaat; Pemberdayaan;
SDGs; Kesejahteraan Sosial



ABSTRACT

The achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) at the local
level still faces challenges of poverty, limited access to education and health
services, and disparities in social services for vulnerable families. The Family Hope
Program (Program Keluarga Harapan/PKH) not only distributes financial
assistance but also requires facilitators who assist Beneficiary Families (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM) in accessing services and building self-reliance. This
study aims to analyze the roles and outcomes of PKH facilitators in advancing SDG
achievement in Kemantren Kotagede, Yogyakarta.

This research employed a descriptive qualitative method conducted in
Kemantren Kotagede, covering the sub-districts (kelurahan) of Purbayan,
Rejowinangun, and Prenggan. Informants were selected through purposive
sampling, consisting of three PKH facilitators and nine KPM with varying
participation conditions. Data were collected through in-depth interviews,
observation, and documentation, then validated using source and method
triangulation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and
Saldafia through the stages of data reduction, data display, and conclusion
drawing.

The findings indicate that PKH facilitators carry out facilitative, educative,
representative, and technical roles. These roles are reflected in facilitating access
to education, health services, and social security; resolving administrative issues;
conducting P2K2 (Family Development Sessions); strengthening family financial
management; and connecting KPM with empowerment programs and cross-agency
services. The outcomes of this facilitation are evident in improved access to
education and health services, increased family attention to nutrition and child-
rearing, enhanced ability to manage household needs, more focused utilization of
assistance, and encouragement toward productive enterprises and independent
graduation (graduasi mandiri) from the program. These contributions support
poverty alleviation, healthy living, quality education, and reduced inequality;
however, behavioral change and self-reliance among KPM remain uneven,
indicating that continued facilitation is still necessary.

Keywords: PKH Facilitators; Beneficiary Families; Empowerment; SDGs; Social
Welfare
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda penting dalam pembangunan
nasional karena tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan sosial, serta
keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya
keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kebutuhan
masyarakat pada masa kini dapat dipenuhi tanpa mengurangi kesempatan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.! Dalam konteks global, komitmen
tersebut diwujudkan melalui Sustainable Development Goals atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu agenda pembangunan dunia yang
disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun
2015 dan ditargetkan tercapai pada tahun 2030.2

Indonesia sebagai bagian dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa turut
mengintegrasikan SDGs dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Namun, implementasi SDGs masih menghadapi berbagai persoalan, terutama
kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses pendidikan,

kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dalam kaitannya

! Nurbaiti dkk, Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis
Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Magashid Syariah,
Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI) 4, no. 3 (2024): 741-50,
https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i3.4146.

2 Angelia Maharani dkk, Pengaruh Sustainable Development Goals Terhadap Pengentasan
Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Dengan PKH Sebagai Moderating, Jurnal Manajemen Bisnis
Jayakarta vol. 7, no. 01 (2025), https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v7i01.395.



dengan Program Keluarga Harapan, tujuan SDGs yang relevan meliputi SDGs 1
tanpa kemiskinan, SDGs 3 kehidupan sehat dan sejahtera, SDGs 4 pendidikan
berkualitas, serta SDGs 10 berkurangnya kesenjangan. Keempat tujuan tersebut
menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan tidak cukup
dilakukan melalui kebijakan ekonomi makro, melainkan memerlukan program
perlindungan sosial yang mampu menjangkau keluarga miskin dan rentan secara
langsung.®

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang
memiliki perkembangan cukup baik pada berbagai indikator pembangunan sosial.
DI1Y masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan
digital, serta persoalan kesehatan keluarga yang perlu menjadi perhatian dalam
pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase
penduduk miskin DIY pada Maret 2025 mencapai 10,23 persen atau sekitar 425,82
ribu jiwa. Angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan September
2024 dan Maret 2024, tetapi masih menjadi persentase kemiskinan tertinggi di
Pulau Jawa serta berada di atas rata-rata nasional sebesar 8,47 persen.*

Kondisi sosial DIY dapat dilihat melalui beberapa indikator yang berkaitan
dengan kemiskinan, kesehatan, ketimpangan, infrastruktur dasar, dan kualitas

pembangunan sosial. Indikator tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

3 Helin Garlinia Yudawisastra dkk, Buku Pengembangan Sustainable Development Goals
(SDGs), (Bandung:Widina Media Utama, 2025).

% Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Profil Kemiskinan di D.I.
Yogyakarta Maret 2025,” diakses 26 Januari 2026,
https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1680/profil-kemiskinan-di-d-i--



https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1680/profil-kemiskinan-di-d-i--

Tabel 1. 1 Indikator kemiskinan, kesehatan dan infrastuktur DI'Y

Indikator Data Keterangan
Kemiskinan DIY 10,23% (425,82 ribu jiwa) | Menurun 0,17 % dari
(Maret 2025) Sept 2024 dan 0,60 %

dari Maret 2024; masih
tertinggi di Pulau Jawa,
di atas nasional (8,47%).

2023: 13,8%

Sebaran Penduduk Perkotaan: 321.040 jiwa | Jumlah miskin
Miskin Perdesaan: 104.770 jiwa | terkonsentrasi di
perkotaan meskipun

persentase  kemiskinan

lebih tinggi di perdesaan.

Prevalensi Stunting 2021: 17,1% Mengalami  penurunan,

tetapi belum mencapai
target Kota Yogyakarta.
Februari 2024: Purbayan
tertinggi, Wirobrajan
terendah; 15 kelurahan
belum mencapai target
12%.

Pelayanan Persalinan

56,35%

Persalinan ditangani
dokter kandungan.

Indeks Ketimpangan

0,142 (2023)

Terbaik secara nasional

Perdesaan: 0,349

Gender dalam kesetaraan gender.
Kepemilikan DIY: 71,37% Menunjukkan

Telepon Genggam Kota Yogyakarta: 83,47% | kesenjangan digital
Gunungkidul: 57,89% antarwilayah.

Koefisien Gini Perkotaan: 0,440 Ketimpangan ekonomi

lebih tinggi di wilayah
perkotaan.

Infrastruktur Dasar

Listrik: 100%
Hunian layak: 85,79%

Akses infrastruktur dasar
relatif baik.

Indeks Demokrasi
Indonesia

83,88 (2023)

DIY berada pada
peringkat ketiga
nasional.

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa DIY menunjukkan

perkembangan positif dalam beberapa indikator sosial, seperti penurunan angka
kemiskinan dan prevalensi stunting, tingginya capaian kesetaraan gender,

tersedianya akses listrik bagi seluruh rumah tangga, serta capaian demokrasi yang



baik. Perkembangan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan sosial
yang dihadapi masyarakat. Tingkat kemiskinan DIY masih tinggi dibandingkan
provinsi lain di Pulau Jawa. Jumlah penduduk miskin lebih banyak terkonsentrasi
di wilayah perkotaan dan ketimpangan ekonomi di kawasan perkotaan juga lebih
tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di DI'Y memiliki
karakteristik yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya terjadi pada masyarakat
perdesaan, tetapi juga menjadi persoalan di wilayah perkotaan yang memiliki biaya
hidup tinggi, kebutuhan konsumsi yang besar, serta persaingan ekonomi yang lebih
ketat. Fenomena kemiskinan di DIY sering kali dikenal melalui istilah kere hore,
yaitu ungkapan yang menggambarkan paradoks sosial ketika sebagian masyarakat
hidup dalam keterbatasan ekonomi, tetapi tetap memiliki solidaritas sosial, relasi
kekeluargaan, serta tingkat kebahagiaan yang cukup baik. Istilah tersebut tidak
dimaksudkan untuk membenarkan atau meromantisasi kemiskinan, melainkan
menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur melalui
pendapatan, tetapi juga melalui kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan
pendidikan, kesehatan, pangan, perlindungan sosial, dan kehidupan yang layak.®

Persoalan kesehatan keluarga juga masih menjadi perhatian dalam
pembangunan sosial DIY, khususnya di Kota Yogyakarta. Prevalensi stunting di
Kota Yogyakarta memang mengalami penurunan dari 17,1 persen pada tahun 2021

menjadi 13,8 persen pada tahun 2023. Capaian tersebut masih belum memenuhi

5 Pajar Hatma Indra Jaya, “Kere Hore Yogya, Fakta atau Mitos?,” Kedaulatan Rakyat, 1
Februari 2023, dimuat ulang oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 9 Februari 2023.



target yang ditetapkan pemerintah kota. Kelurahan Purbayan yang berada di
wilayah Kemantren Kotagede tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi pada
Februari 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan gizi keluarga,
pola pengasuhan anak, kesadaran kesehatan, serta akses keluarga terhadap layanan
kesehatan masih memerlukan perhatian melalui program perlindungan sosial dan
pendampingan yang berkelanjutan.®

Berdasarkan data rasio gini, yang merupakan alat ukur statistik untuk menilai
tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan rentang nilai 0 (pemerataan
sempurna) hingga 1 (ketimpangan ekstrem), menunjukkan bahwa tingkat
ketimpangan ekonomi di wilayah perkotaan DI'Y mencapai angka 0,440, sedangkan
di wilayah perdesaan sebesar 0,349. Data tersebut memperlihatkan bahwa
pertumbuhan ekonomi perkotaan belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan
kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat. Meskipun Kota Yogyakarta
memiliki tingkat kepemilikan telepon genggam yang tinggi, yaitu sebesar 83,47
persen, kesenjangan digital antarwilayah masih tetap terlihat. Kondisi tersebut
penting diperhatikan karena akses terhadap informasi, layanan digital, administrasi
kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial semakin banyak
memanfaatkan teknologi informasi.” Berbagai persoalan tersebut menunjukkan

bahwa pembangunan berkelanjutan di DIY membutuhkan program perlindungan

® Najla Hikmalia Dhiyaa Ulhaq et al., “Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) Melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Balita
Stunting Di Umbulharjo, Yogyakarta,” JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2, no. 4
(2024): 517-26, https://doi.org/10.57248/jishum.v2i4.406.

7 Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, “Indikator Pembangunan Berkelanjutan
Daerah Istimewa  Yogyakarta  2023/2024,” accessed  November 12, 2025,
https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/8e18cde32cdda6878555490e/indikator -
pembangunan-berkelanjutan-daerah-istimewa-yogyakarta-2023-2024.html.



sosial yang tidak hanya berupa bantuan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada
peningkatan kapasitas keluarga, perubahan perilaku, akses layanan dasar, serta
penguatan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Salah satu program
perlindungan sosial yang memiliki keterkaitan kuat dengan pencapaian SDGs
adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dikembangkan oleh
pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenubhi
kebutuhan dasar. PKH mencakup komponen pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
sosial, disabilitas, dan lanjut usia. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi
beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat, tetapi juga mendorong keluarga
untuk memastikan anak memperoleh akses pendidikan, ibu dan anak memperoleh
layanan kesehatan, lansia serta penyandang disabilitas memperoleh perlindungan
sosial, dan keluarga mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara bertahap.®

Kemantren Kotagede merupakan salah satu wilayah di Kota Yogyakarta yang
menjadi sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan PKH di
wilayah tersebut mencakup Kelurahan Purbayan, Rejowinangun, dan Prenggan.
Berdasarkan data penerima PKH tahun 2025, terdapat sebanyak 1.003 Keluarga
Penerima Manfaat di Kemantren Kotagede.® Jumlah tersebut menunjukkan bahwa
masih terdapat keluarga yang membutuhkan dukungan perlindungan sosial, akses

pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan administrasi sosial, serta penguatan

8 putri Erika Ramadhani and Nandang Mulyana, Peran Pendamping Dalam Pengembangan
Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Lebakagung Kecamatan
Karangpawitan Kabupaten Garut, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik vol. 2, no. 1 (2020),
https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27049.

9 Hasil Wawancara Pra Survei, dengan lbu Erlin Dwi Kusumawati, Senin 22 Oktober 2025,
08.00 WIB, Kemantren Kotagede.



kapasitas keluarga dalam menghadapi persoalan sosial dan ekonomi.*®
Keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diterima
Keluarga Penerima Manfaat. Keberhasilan program juga bergantung pada kualitas
proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pendamping
memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dengan KPM
dalam memberikan informasi, memfasilitasi akses layanan, membantu proses
administrasi, membangun motivasi, mendorong partisipasi, serta mengarahkan
keluarga penerima manfaat agar memahami hak dan kewajibannya dalam program.
Pendamping juga berperan penting dalam mendorong agar bantuan sosial tidak
hanya dipahami sebagai bantuan tunai, melainkan sebagai sarana peningkatan
kapasitas dan kemandirian keluarga.*!

Melihat urgensinya peran yang dijalankan oleh pendamping PKH dalam
mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), peneliti
merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana peran
pendamping PKH yang berkontribusi dalam mendorong pencapaian SDGs di
tingkat lokal. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti
peran pendamping yang termuat dalam judul penelitian “Peran Pendamping
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendorong Pencapaian Tujuan

Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta.”

10 phina Karina dan Amin Yusuf, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang, Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, vol. 5, no. 1 (2025),
https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i1.5729.

11 A. Rochmah Deiffy Amalia, A. Subowo dan R. S. Santoso, Peran Pendamping Sosial
Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Journal of Public
Policy and Management Review, vol. 13, no. 3 (2024), https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.45301.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam
mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di
Kemantren Kotagede Yogyakarta?

2. Bagaimana hasil pendamping PKH dalam mendorong pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam
penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis peran pendamping Program Keluarga Harapan
dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di
Kemantren Kotagede Yogyakarta.

2. Mengetahui hasil peran pendamping PKH terhadap pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede.
D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis
maupun secara praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, dan

pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian memperkaya wacana akademik



mengenai peran pendamping sosial dalam implementasi PKH yang berorientasi
pada pencapaian SDGs, serta memperluas pemahaman teoritis tentang keterkaitan
antara program perlindungan sosial dan agenda pembangunan berkelanjutan.
Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan konsep terkait efektivitas
peran pendamping sosial dalam mendukung pencapaian pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pendamping PKH sebagai
dasar refleksi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas perannya dalam
mendukung pencapaian indikator SDGs, khususnya pada aspek pengentasan
kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bagi Pemerintah
Daerah dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, hasil penelitian dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran
dalam memperkuat peran pendamping sosial. Penelitian ini juga menyediakan
landasan empiris bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan Kkajian
lanjutan mengenai hubungan antara program perlindungan sosial dan pembangunan

berkelanjutan pada konteks lokal.
E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dilakukan dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu
yang memiliki kesamaan topik. Studi tentang PKH sudah banyak dilakukan dan

aspek kajiannya sudah cukup beragam. Peneliti mengambil tema mengenai "Peran

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Pencapaian
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Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede
Yogyakarta”.

Dari tema tersebut penulis melakukan kajian pustaka dan menemukan beberapa
penelitian terdahulu yang membahas tentang peran pendamping PKH dan SDGs.
Penelitian tersebut mempunyai hubungan dengan penelitian yang saat ini
dilakukan. Peneliti memaparkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dimuat dalam jurnal berjudul “Peran Pendamping
PKH Dalam Upaya Mencapai SDG’s di Kemantren Kaliwungu Selatan” oleh Ika
Rini Harmonis dan Abdul Malik menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan eksplorasi yang melibatkan observasi dan wawancara mendalam untuk
menggali peran pendamping PKH dalam mendorong pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. Temuan utama penelitian ini
menegaskan bahwa pendamping PKH memiliki peranan strategis dalam
memberdayakan keluarga penerima manfaat melalui pembinaan dan pengarahan
yang intensif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta
mendukung indikator SDGs seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu
pendidikan, dan kesetaraan gender.*?

Penelitian yang dilakukan Ika Rini Harmonis dan Abdul Malik sama dengan
penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji peran pendamping PKH
berbasis SDGs. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitiannya. Jurnal tersebut

meneliti peran pendamping PKH di Kemantren Kaliwungu Selatan, sedangkan

12 Ika Rini Harmonis dan Abdul Malik, Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai
SDG’s Di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and
Advanced, vol. 2, no. 3 (2024): 107-24, https://doi.org/10.61579/future.v2i3.101.
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penelitian ini di wilayah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, yang memiliki
karakteristik sosial, budaya, dan dinamika lokal yang berbeda sehingga
memengaruhi efektivitas dan strategi pendampingan dalam mendorong pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, penelitian yang dimuat dalam jurnal berjudul “Program Keluarga
Harapan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Literatur
Kontribusinya terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan” oleh Dede Damayanti,
Titi Stiawati dan Arenawati. Menemukan bahwa Program Keluarga Harapan
memiliki dampak positif signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem,
peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan sosial-
ekonomi masyarakat. Temuan ini menegaskan keselarasan PKH dengan prinsip-
prinsip SDGs, khususnya dalam aspek keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan
masyarakat. Kajian ini memberikan landasan penting bahwa PKH sebagai program
sosial-ekonomi strategis berkontribusi pada pencapaian target SDGs melalui
pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.*®

Ketiga, penelitian yang dimuat dalam artikel berjudul “Peran Dinas Sosial
Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sumberkepuh Kemantren
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”, dengan metode Kkualitatif deskriptif
menegaskan peran penting pendamping PKH sebagai jembatan antara masyarakat
penerima manfaat dan pemerintah. Pendamping tidak hanya melakukan pendataan

dan penyaluran bantuan, tetapi juga aktif memberikan motivasi, pelatihan, dan

13 Dede Damayanti dkk, Program Keluarga Harapan Dalam Kerangka Sustainable
Development Goals (SDGs): Kajian Literatur Terhadap Kontribusinya Terhadap Tujuan
Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), vol. 4, no. 3 (2025),
https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8698.
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meningkatkan kesadaran masyarakat untuk optimalisasi manfaat PKH. Temuan ini
menegaskan peran multifungsi pendamping sebagai motivator dan fasilitator
penting dalam pengentasan kemiskinan melalui PKH. 14

Keempat, artikel berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan
(PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di
Kemantren Taman Kabupaten Pemalang”, menggunakan metode deskriptif
kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH berperan strategis sebagai
fasilitator, edukator, perwakilan, dan teknisi dalam meningkatkan kesejahteraan
KPM. Tugas pendamping meliputi sosialisasi kebijakan, pengelolaan administrasi
bantuan, pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, serta memperjuangkan
aspirasi KPM. Keberhasilan program didukung sinergi pemerintah dan pemangku
kepentingan, meskipun terdapat kendala rendahnya partisipasi dan ketidakjujuran
pelaporan ekonomi. Temuan menegaskan efektivitas pendamping bergantung pada
kualitas interaksi, komitmen, dan integritas antara pendamping dan penerima
manfaat untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan.*®

Kelima, penelitian berjudul “Peran Pendamping Sosial Program Keluarga
Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping

Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)”

1% putri Nur Azizah dan Ananta Prathama, Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan di Desa Sumberkepuh Jecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Journal
Publicuho, vol. 7, no. 2 (2024): 695-704, https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410.

15> Phina Karina dan Amin Yusuf, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang, Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, vol. 5, no. 1 (2025): 64-81,
https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i1.5729.
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menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk menggali peran pendamping
PKH dalam membantu penerima manfaat mencapai peningkatan kesejahretaan.
Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif terhadap
pendamping PKH dengan latar belakang kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan
sosial. Temuan utama menunjukkan bahwa pendamping sosial berkontribusi
signifikan dalam proses graduasi sosial ekonomi dengan strategi adaptif sesuai latar
belakang pengetahuan dan keterampilan mereka. Pendamping berlatar
kesejahteraan sosial menerapkan pendekatan sistematis dan berorientasi
pemberdayaan, sementara berlatar nonkesejahteraan sosial lebih fokus pada
motivasi dan fasilitasi komunikasi.'®

Berdasarkan kajian pustaka dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa
kajian mengenai peran pendamping PKH dalam kaitannya dengan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) belum secara spesifik menganalisis
peran pendamping PKH dengan menggunakan kerangka teori peran sebagaimana
dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang fungsi untuk memberikan
pemahaman lebih komprehensif mengenai fungsi, relasi, serta kontribusi
pendamping sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat.'’

Sejalan dengan celah tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk
mengisi kekosongan kajian dengan menerapkan teori peran menurut Ife dan

Tesoriero sebagai landasan analisis dalam memahami bagaimana peran serta hasil

16 Dewi Komalasari dan Fentiny Nugroho, Peran Pendamping Sosial Program Keluarga
Harapan Dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi Pada Pendamping Sosial Dengan
Latar Belakang Kesejahteraan Sosial Dan Nonkesejahteraan Sosial), Jurnal limiah Keagamaan Dan
Kemasyarakatan, vol. 17, no. 5 (2023): 3182, https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2632.

17 Jim Ife dkk, Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era
globalisasi (Pustaka Pelajar, 2008, him. 558).
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pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede.
Pendekatan ini tidak hanya memperluas perspektif akademik yang belum disentuh
oleh penelitian sebelumnya, tetapi juga memperdalam analisis mengenai strategi
pendamping, hambatan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap perubahan

sosial-ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam konteks lokal Kotagede.

F. Kajian Teorli

1. Sutainable Development Goals (SDGs)

SDGs adalah hasil dari kesepakatan global yang lahir melalui Konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan yang
diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 2012, yang dikenal dengan
sebutan Rio+20. Rio+20 tahun 2012 merupakan forum yang memulai mandat
perumusan SDGs, sedangkan SDGs secara resmi diadopsi oleh negara-negara
anggota PBB pada September 2015 melalui Agenda 2030. Agenda tersebut memuat
17 tujuan dan 169 target yang bersifat saling terhubung serta menyeimbangkan
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.8

Tujuan-tujuan dalam SDGs mencakup berbagai bidang strategis seperti
kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan pelestarian
lingkungan hidup. Melalui Agenda 2030 for Sustainable Development, SDGs
berfungsi sebagai pedoman global bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat
sipil dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan

berkelanjutan. Seiring dengan dinamika global, SDGs terus mengalami

18 Helin Garlinia Yudawisastra dkk, Buku Pengembangan Sustainable Development Goals
(SDGs), (Bandung, Widina Media Utama, 2025) him. 3
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penyesuaian tanpa mengubah nilai dasar dan prinsip utamanya, yaitu menciptakan
dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.
Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia turut berkomitmen untuk
mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.®

SDGs mencakup 17 tujuan utama dirancang guna mengatasi berbagai tantangan
global yang bersifat kompleks yaitu: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3)
kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender;
(6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan
layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10)
berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12)
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan
iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan
kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan .?°

Dalam penelitian ini, konsep SDGs digunakan bukan sebagai teori utama,
melainkan sebagai kerangka normatif dan analitis untuk membingkai serta menilai
sejauh mana peran pendamping PKH berkontribusi terhadap pencapaian
pembangunan sosial secara berkelanjutan. Kerangka SDGs membantu peneliti
melihat bahwa tugas pendamping tidak hanya berkaitan dengan pendampingan

administrasi maupun penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup upaya mendorong

19 Helin G. Yudawisastra dkk, The Role of Green Entrepreneurship and Green Variables
in Sustainable Development in the Culinary Sector in Indonesia: Early Days of the COVID-19
Pandemic, Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, vol.6, no. 2 (2022),
https://doi.org/10.28992/ijsam.v6i2.689.

20 Najmatul Haya Zen dan Lince Mageiasti, Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan
Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi, Gudang Jurnal
Multidisiplin IImu, vol. 3, no. 1 (January 2025), https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1316.
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keluarga penerima manfaat agar mampu mengakses layanan pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kapasitas
keluarga. Dengan demikian, peran pendamping PKH dapat dianalisis kontribusinya
terhadap pencapaian SDG 1 tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3
kehidupan sehat dan sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, serta SDG 10
berkurangnya kesenjangan. Konsep SDGs dalam penelitian ini berfungsi sebagai
sudut pandang untuk menilai apakah pendampingan PKH telah mendorong
perubahan sosial yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memperkuat
kemandirian dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dalam jangka panjang.?:

Penelitian Nurbaiti dkk. Menjelaskan hasil pemberdayaan masyarakat melalui
PKH dapat dikatakan berhasil apabila mampu mendorong perubahan pada beberapa
target SDGs yang relevan, terutama pengurangan kemiskinan, peningkatan akses
kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Hasil penelitian
tersebut memperkuat temuan pada penelitian saya.??

2. Teori Peran (Role Theory)

Teori peran (role theory) merupakan perspektif yang digunakan untuk
memahami perilaku individu berdasarkan kedudukan, fungsi, serta harapan sosial
yang melekat pada dirinya. Konsep peran berangkat dari analogi dunia teater, yaitu

individu dipandang sebagai aktor yang menjalankan perilaku tertentu sesuai dengan

21 Udo E. Simonis, The Age of Sustainable Development, International Journal of Social
Economics, vol. 44, no. 12 (2017): 2500-2502, https://doi.org/10.1108/1JSE-08-2016-0224.

22 Nurbaiti dkk., Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis
Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Magashid Syariah,
Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI) 4, no. 3 (2024): 742,
https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i3.4146.
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posisi sosial yang dimilikinya. Peran tidak hanya berkaitan dengan jabatan atau
status seseorang, tetapi juga mencakup seperangkat hak, kewajiban, sikap, dan
tindakan yang diharapkan oleh lingkungan sosial. Dalam pelaksanaan program
sosial, teori peran penting digunakan untuk melihat sejauh mana individu yang
diberi tanggung jawab mampu menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan program
dan kebutuhan masyarakat.?

Dalam konteks PKH, pendamping merupakan sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan proses pendampingan
kepada KPM pada tingkat wilayah kerja. Pendamping PKH tidak hanya berfungsi
sebagai pelaksana administratif atau penghubung dalam penyaluran bantuan sosial,
tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, memfasilitasi,
memotivasi, memantau, dan mengadvokasi KPM agar mampu memenubhi
komitmen program serta meningkatkan kualitas hidupnya.?* Pendamping PKH
dapat dipahami sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani kebijakan
pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat penerima manfaat.?®

Teori peran pendamping dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Jim Ife
dan Frank Tesoriero mengenai peran pekerja masyarakat dalam proses

pengembangan masyarakat. Menurut Ife dan Tesoriero, pekerja masyarakat

23 Edy Suhardono, TEORI PERAN Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi
Sosio- Digital" (Zifatama Jawara, 2025). him. 3

24 Maulida Eka Putri Sompie, Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga
Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut, Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), vol. 1, no. 3
(2022), https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2210.

25 Sri Ratna Ningrum dkk, Refleksi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kabupaten Garut untuk Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Penelitian
dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, vol. 14, no. 2 (2025),
https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3567.
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https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/issue/view/240

18

menjalankan empat kelompok peran utama, yaitu peran fasilitatif (facilitative
roles), peran edukatif (educational roles), peran representatif (representational
roles), dan peran teknis (technical roles). Keempat peran tersebut saling berkaitan
dan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pendamping PKH
menjalankan fungsi sosialnya dalam mendorong KPM menuju kondisi yang lebih
berdaya, mandiri, serta mampu mengakses layanan pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial, dan peluang peningkatan kesejahteraan.?®

a. Peran Fasilitatif (Facilitative Roles)

Peran fasilitasi mencakup berbagai bentuk tindakan yang berfokus pada
pemberian stimulasi dan dukungan terhadap proses pengembangan masyarakat.
Dalam peran ini, pekerja sosial menggunakan beragam teknik untuk mempermudah
proses pemberdayaan, mempercepat aksi, dan menjaga kelancaran dinamika
kolektif. Peran-peran spesifik dalam Kkategori fasilitasi meliputi animator
(semangat) sosial, mediasi dan negosiasi, pemberian dukungan, pembangunan
konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan keterampilan serta sumber daya, dan
mengorganisasi.?’

Semangat sosial menjadi fondasi untuk membangkitkan motivasi dan
partisipasi kolektif, sementara keterampilan mediasi dan negosiasi diperlukan
untuk mengelola perbedaan kepentingan dan merumuskan titik temu. Dukungan
diberikan untuk meningkatkan kepercayaan diri warga yang rentan, sedangkan

pembangunan konsensus diarahkan untuk menyatukan pandangan yang beragam.

% Jim Ife dkk, Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era
globalisasi, 3rd ed. (Bandung, Pustaka Pelajar, 2016). him. 558

27 Ife et al., Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era
globalisasi, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). him. 558-559
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Fasilitasi kelompok memungkinkan pelaksanaan berbagai kegiatan secara
terstruktur dan efektif, dan pemanfaatan keterampilan serta sumber daya lokal
memastikan  kapasitas masyarakat dapat dioptimalkan. = Kemampuan
mengorganisasi dan berkomunikasi juga menjadi aspek krusial, karena pendamping
harus mampu menetapkan prioritas, mengatur tugas, serta menjalin komunikasi
yang efektif dengan seluruh pihak yang terlibat. Seluruh peran tersebut berfungsi
untuk memperkuat proses pemberdayaan dan meningkatkan efektivitas dinamika
sosial dalam masyarakat. 2

b. Peran Edukasi (Educational Roles)

Berbagai peran mendidik dalam pengembangan masyarakat menempatkan
pekerja sosial sebagai aktor yang tidak sekadar memfasilitasi proses, tetapi juga
memberikan kontribusi pengetahuan, keterampilan, dan arahan yang relevan bagi
komunitas. Peran edukatif ini mencakup peningkatan kesadaran kritis, penyediaan
informasi, konfrontasi yang konstruktif, serta pelatihan sesuai kebutuhan
masyarakat. Inti dari peran ini adalah memastikan bahwa proses belajar bersifat
dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan
dipaksakan oleh pihak luar. Pekerja masyarakat harus mampu membantu komunitas
mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, mengarahkan pemahaman atas struktur
sosial yang memengaruhi kehidupan mereka, serta memberikan akses pada
informasi penting untuk pengambilan keputusan kolektif. Pelatihan hanya efektif

apabila lahir dari permintaan masyarakat dan dirancang sesuai konteks sosial-

2 Ife et al., Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era
globalisasi, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). him. 559-580
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budaya setempat. Dengan demikian, peran mendidik menjadi instrumen strategis
untuk memperkuat kapasitas komunitas, mendorong kemandirian, dan menghindari

praktik dominasi dalam proses pemberdayaan.?®

2 Ife et al., Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era
globalisasi, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). him. 580-591
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c. Peran Perwakilan (Representational roles)

Peran representasi yang dijalankan pekerja masyarakat mencakup upaya
memperoleh sumber daya, melakukan advokasi, memanfaatkan media,
menjalankan fungsi humas dan presentasi publik, membangun jaringan kerja, serta
berbagi pengetahuan dan pengalaman. Peran tersebut menuntut kemampuan
pekerja untuk menghubungkan masyarakat dengan sistem yang lebih luas, dengan
tetap menjaga prinsip kemandirian dan pemberdayaan komunitas. Dalam
memperoleh sumber daya, pekerja berfungsi sebagai penghubung informasi,
keahlian, dan dukungan yang relevan, sekaligus mempertimbangkan risiko
ketergantungan pada bantuan eksternal. Pada aspek advokasi, pekerja mewakili
kepentingan kelompok rentan dengan tetap menempatkan pemberdayaan sebagai
tujuan utama. Pemanfaatan media dan presentasi publik menjadi sarana strategis
untuk mengangkat isu, membangun dukungan, dan memperluas jangkauan
informasi. Pekerja masyarakat juga dituntut membangun jaringan kerja lintas sektor
untuk memperkuat kolaborasi, tanpa menciptakan elit baru yang berpotensi
mendominasi proses pemberdayaan.°
d. Peran Teknis (Technical roles)

Peran teknis pengembangan masyarakat mencakup keterampilan praktis
yang diperlukan untuk mendukung efektivitas proses pemberdayaan, seperti
penelitian, penggunaan teknologi informasi, kemampuan presentasi, manajemen

organisasi, serta pengelolaan keuangan. Meskipun pengembangan masyarakat tidak

30 Ife et al., Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era
globalisasi, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). him. 591-603
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sepenuhnya bersifat teknis, pekerja masyarakat tetap dituntut menguasai
kemampuan dasar untuk merancang dan melaksanakan penelitian sosial, mengolah
data, menyusun laporan, serta menyampaikan informasi secara jelas dan
komunikatif. Mereka perlu memahami prinsip manajemen partisipatif untuk
membantu masyarakat mengelola organisasi dan programnya secara mandiri,
sekaligus memastikan adanya sistem akuntabilitas keuangan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi teknis tersebut tidak harus dikuasai
secara sempurna oleh pekerja masyarakat, tetapi dapat dikembangkan melalui
pengalaman, pelatihan, dan kolaborasi dengan sumber daya lain, selama tetap
berorientasi pada keberdayaan dan kepemilikan masyarakat dalam setiap proses
pengembangan.*

Berdasarkan uraian tersebut, teori peran Jim Ife dan Frank Tesoriero
digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji peran
pendamping PKH di Kemantren Kotagede Yogyakarta. Analisis penelitian
diarahkan pada empat indikator utama, yaitu: pertama, peran fasilitatif dalam
mendorong partisipasi dan mempermudah akses KPM. Kedua, peran edukatif
dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran KPM. Ketiga, peran representatif
dalam membangun akses serta jaringan layanan dan keempat, peran teknis dalam
mendukung pengelolaan, pemantauan, serta administrasi program. Melalui empat
indikator tersebut, penelitian dapat menjelaskan secara lebih komprehensif

kontribusi pendamping PKH dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan

3L Ife et al., Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era
globalisasi, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). him. 603-615
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berkelanjutan, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan,
kesehatan, pengurangan kesenjangan, dan kesejahteraan sosial.
3. Teori Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Theory)

Kesejahteraan sosial merupakan konsep penting dalam penelitian mengenai
Program Keluarga Harapan (PKH) karena program ini ditujukan untuk
meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui bantuan sosial, akses layanan
dasar, dan pendampingan. Kesejahteraan sosial tidak hanya dimaknai sebagai
terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai kondisi kehidupan yang
memungkinkan individu, keluarga, dan masyarakat memenuhi kebutuhan
jasmaniah, rohaniah, dan sosial secara layak, aman, serta bermartabat.®
Kesejahteraan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai tujuan sekaligus proses
untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menurut Edi Suharto, kesejahteraan sosial memiliki tiga pengertian utama.
Pertama, sebagai kondisi sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar seperti
pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, sebagai institusi
atau arena pelayanan sosial yang melibatkan pemerintah, lembaga sosial, serta
tenaga profesional dalam menangani persoalan masyarakat. Ketiga, sebagai
aktivitas terorganisasi untuk mencegah, mengatasi, dan mengurangi masalah

sosial.®® Dengan pengertian tersebut, kesejahteraan sosial tidak hanya menilai hasil

%2 Edi Suharto, Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis
pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
him 1-3.

3 Edi Suharto, Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis
pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
hlm 2-3.
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akhir berupa kondisi hidup masyarakat, tetapi juga melihat keberadaan sistem
pelayanan dan upaya sosial yang mendukung tercapainya kondisi tersebut.

Dalam perspektif pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas
hidup masyarakat perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan modal
ekonomi, modal manusia, modal kemasyarakatan, dan modal perlindungan. Modal
ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga memperoleh serta mengelola
sumber penghidupan, modal manusia berkaitan dengan peningkatan kemampuan
intelektual, emosional, dan spiritual modal kemasyarakatan berhubungan dengan
kepercayaan, jaringan, dan partisipasi sosial sedangkan modal perlindungan
berkaitan dengan rasa aman serta jaminan sosial bagi kelompok rentan.®* Kerangka
tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak dapat diukur hanya melalui
pendapatan, melainkan juga melalui kemampuan keluarga mengakses pendidikan,
kesehatan, bantuan sosial, jaringan dukungan, dan kesempatan untuk berkembang.

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan standar hidup,
keberdayaan, dan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan hidupnya.
Peningkatan standar hidup dilakukan melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial,
terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Peningkatan keberdayaan dilakukan
dengan memperkuat sistem ekonomi, sosial, dan politik yang menghargai martabat
manusia. Sementara itu, penyempurnaan kebebasan dilakukan melalui perluasan

akses masyarakat terhadap layanan, kesempatan, dan sumber daya yang sesuai

3 Edi Suharto, Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis
pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
him 4.
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dengan kebutuhan serta potensinya.® Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial
mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, perlindungan sosial,
akses pelayanan, partisipasi, pemberdayaan, dan keadilan sosial. Kesejahteraan
sosial juga berkaitan erat dengan perlindungan sosial. Perlindungan sosial dapat
berbentuk formal, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial yang diselenggarakan
negara, maupun informal, seperti dukungan keluarga, komunitas, kelompok sosial,
usaha produktif, dan jaringan pengaman sosial lokal.*® PKH merupakan salah satu
bentuk perlindungan sosial formal yang tidak hanya memberikan bantuan kepada
KPM, tetapi juga mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak,
kesehatan ibu dan anak, pengasuhan keluarga, serta peningkatan kapasitas
ekonomi. Keberhasilan PKH tidak hanya dilihat dari tersalurkannya bantuan, tetapi
juga dari perubahan kondisi dan perilaku KPM menuju kehidupan yang lebih
mandiri.

Dalam penelitian ini, kesejahteraan sosial digunakan untuk memahami hasil
dari peran pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren
Kotagede. Pendamping memiliki posisi strategis karena membantu KPM
memperoleh informasi, mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, memahami

kewajiban program, memanfaatkan bantuan secara tepat, serta mengembangkan

% Edi Suharto, Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis
pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
hlm 5.

% Edi Suharto, Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis
pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
him 8-9.
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kemampuan keluarga. Peran tersebut selaras dengan fungsi pendampingan sosial,
yaitu pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan, dan pendukungan.®’
4. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang berangkat dari gagasan
tentang power atau keberdayaan, yaitu kemampuan individu maupun kelompok
terutama kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau
sumber-sumber produktif, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan
keputusan yang memengaruhi hidupnya. Karena itu, pemberdayaan tidak hanya
dimaknai sebagai bantuan dari luar, melainkan sebagai proses perubahan yang
menguatkan modal sosial, pengetahuan, sumber daya, dan kemandirian
masyarakat.®® Tujuan pemberdayaan pada dasarnya adalah membentuk masyarakat
yang mandiri, meningkatkan motivasi, inisiatif, dan kemampuan bertindak, serta
menghasilkan perbaikan kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, taraf hidup,
dan kualitas kehidupan bersama.3®

Indikator masyarakat berdaya dapat dilihat melalui lima aspek. Secara
ekonomi, yang merupakan dimensi paling mendasar karena berkaitan langsung
dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Indikator ini tercermin dari
kemampuan individu atau keluarga untuk memperoleh pendapatan yang layak, baik

melalui pekerjaan formal, usaha mandiri, maupun sumber penghasilan lain. Selain

37 Edi Suharto, Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis
pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
him 93-105.

3 |a Patilaya, Hairudin, et al. Pemberdayaan Masyarakat. (Padang: PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022), him 2-3.

39 La Patilaya, Hairudin, et al. Pemberdayaan Masyarakat. (Padang: PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022), him 9-11.
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itu, keberdayaan ekonomi juga terlihat dari kemampuan mengakses aset produktif
(seperti lahan, modal usaha, atau alat produksi), keterlibatan dalam mekanisme
pasar (misalnya kemampuan menjual hasil produksi atau mengakses informasi
harga), serta akses terhadap layanan keuangan formal seperti perbankan, koperasi,
atau lembaga keuangan mikro. 4° Dalam konteks KPM PKH, aspek ini dapat dilihat
dari sejauh mana bantuan sosial dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan bukan
hanya untuk konsumsi jangka pendek.

Secara sosial, menekankan pada kualitas relasi dan keterlibatan individu
dalam kehidupan bermasyarakat. Indikatornya mencakup tingkat partisipasi dalam
kegiatan sosial dan kemasyarakatan, luasnya jaringan sosial yang dimiliki (baik
dengan sesama warga, kelompok masyarakat, maupun lembaga terkait), serta
keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga
(misalnya dalam pengelolaan keuangan keluarga) maupun di tingkat komunitas
(seperti musyawarah dusun atau kegiatan P2K2). Semakin besar keterlibatan
seseorang dalam proses sosial ini, semakin tinggi tingkat keberdayaan sosialnya,
karena menunjukkan bahwa suara dan perannya diakui dalam struktur sosial di
sekitarnya. 4

Secara politik, Keberdayaan politik tidak selalu berarti keterlibatan dalam
politik praktis, melainkan lebih pada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara. Indikator ini meliputi kesadaran hukum (memahami hak-hak dasar

dan prosedur untuk mendapatkannya), kemampuan menyampaikan aspirasi atau

40 La Patilaya, Hairudin, et al. Pemberdayaan Masyarakat. (Padang: PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022), him 17.

4l La Patilaya, Hairudin, et al. Pemberdayaan Masyarakat. (Padang: PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022), him 17.
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keluhan kepada pihak yang berwenang (misalnya menyampaikan aduan layanan
sosial), serta kesediaan dan kapasitas untuk terlibat dalam tindakan kolektif, seperti
advokasi bersama atau partisipasi dalam forum-forum warga. Aspek ini penting
karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pasif penerima
kebijakan, tetapi juga subjek yang mampu memperjuangkan kepentingannya
sendiri.*?

Secara psikologis, aspek ini berkaitan dengan kondisi internal atau mental
individu yang menjadi fondasi bagi keberdayaan di aspek-aspek lain. Indikatornya
mencakup rasa percaya diri dalam menghadapi persoalan hidup, keberanian
mengambil keputusan tanpa selalu bergantung pada pihak lain, serta kemampuan
mengendalikan diri (self-control) dalam menghadapi tekanan atau godaan,
misalnya dalam pengelolaan keuangan agar tidak konsumtif. Aspek psikologis
sering dianggap sebagai prasyarat keberdayaan, karena tanpa kepercayaan diri dan
keberanian mengambil keputusan, perubahan pada aspek ekonomi, sosial, maupun
politik akan sulit terwujud secara berkelanjutan.*3

Secara kapasitas, Aspek ini menyoroti kemampuan teknis dan kognitif yang
dimiliki individu untuk beradaptasi dan berkembang. Indikatornya meliputi tingkat
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, kemampuan memecahkan masalah
(problem-solving) secara mandiri, kejelian dalam memanfaatkan peluang yang ada
di sekitarnya, serta kemampuan merencanakan masa depan secara lebih terarah,

misalnya merencanakan pendidikan anak atau merintis usaha kecil. Aspek kapasitas

42 |_a Patilaya, Hairudin, et al. Pemberdayaan Masyarakat. (Padang: PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022), him 18.

43 La Patilaya, Hairudin, et al. Pemberdayaan Masyarakat. (Padang: PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022), him 18.
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ini menjadi penentu keberlanjutan keberdayaan, karena masyarakat yang memiliki
kapasitas memadai akan lebih mampu bertahan dan berkembang secara mandiri
meskipun tanpa pendampingan yang terus-menerus.*

lima indikator masyarakat berdaya tersebut menjadi dasar untuk melihat
sejauh mana pendampingan PKH tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan
sosial, tetapi juga mampu mendorong perubahan pada KPM secara lebih
menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan peran pendamping PKH di
Kemantren Kotagede dapat dilihat dari perubahan ekonomi keluarga,
meningkatnya partisipasi sosial, tumbuhnya kesadaran terhadap hak dan layanan
publik, meningkatnya kepercayaan diri, serta bertambahnya kemampuan KPM
dalam mengelola bantuan, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta
merencanakan kehidupan keluarga secara lebih mandiri. Indikator keberdayaan
tersebut relevan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu
bagaimana hasil peran pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di
Kemantren Kotagede, khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan, kesehatan
yang baik, pendidikan berkualitas, dan berkurangnya kesenjangan sosial.
G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih
karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam makna, proses, serta

peran sosial pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren

4 a Patilaya, Hairudin, et al. Pemberdayaan Masyarakat. (Padang: PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022), him 19.
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Kotagede, Yogyakarta. Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk
mengeksplorasi dan memahami makna yang diatributkan oleh individu maupun
kelompok dalam suatu masalah sosial.*® Pendekatan ini relevan karena peneliti
ingin menggali pengalaman, dan pandangan pendamping PKH secara kontekstual
dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial
yang terjadi di lapangan secara mendalam, sistematis, dan faktual tanpa
memanipulasi variabel yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami
realitas sosial sebagaimana adanya dari perspektif partisipan penelitian.*®

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mempelajari secara mendalam
konteks sosial pendamping PKH dalam mengimplementasikan tugasnya dan
kontribusinya terhadap capaian SDGs di tingkat lokal. Dengan kombinasi
pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
gambaran komprehensif mengenai realitas empiris dan makna sosial dari peran
pendamping PKH di lapangan.

2. Fokus Penelitian
Fokus penelitian bertujuan mendapatkan pemahaman mendalam dan

komprehensif terkait fenomena yang diteliti.*” Penelitian ini meneliti bagaimana

45 John W. Creswell and J. David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative,
and Mixed Methods Approaches (SAGE Publications, 2017), him. 144

%6 |_exy J. Meleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), him. 4

47 Yanto Syafri dkk, Metodologi Penelitian Mengintegrasikan Pendekatan Kuantitatif
Kualitatif dan Mix Methods, (Kota Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025).
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peran dan hasil pendamping PKH dalam mendorong Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta dengan berfokus pada
teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero dengan didukung Teori Kesejahteraan
Sosial (Social Welfare Theory) dan Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory).
a. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara
langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemantren
Kotagede, Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri atas tiga pendamping PKH dan tiga
Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping PKH dipilih karena memiliki
peran langsung dalam pelaksanaan pendampingan, pemberian edukasi, fasilitasi
akses layanan, serta pemantauan perkembangan KPM. Sementara itu, KPM dipilih
untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam menerima
pendampingan dan manfaat Program Keluarga Harapan.

Objek penelitian ini adalah peran pendamping Program Keluarga Harapan
(PKH) dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs) di Kemantren Kotagede, Yogyakarta.
Penelitian difokuskan pada pelaksanaan peran pendamping dalam membantu KPM
memperoleh akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta peningkatan
kapasitas dan kemandirian keluarga.
b. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan

bahwa mereka memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Program
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Keluarga Harapan di Kemantren Kotagede. Informan penelitian berjumlah 10
orang, yang terdiri atas tiga pendamping PKH, yaitu Erlin Dwi Kusumawati selaku
pendamping PKH Kelurahan Purbayan, Andiko Suryo Aji selaku pendamping PKH
Kelurahan Rejowinangun, dan Indah Maya Sari selaku pendamping PKH
Kelurahan Prenggan.

Selain pendamping PKH, penelitian ini juga melibatkan 7 Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) sebagai informan. KPM dipilih berdasarkan klasifikasi
yang berbeda, yaitu 2 orang ketua kelompok PKH, 1 orang KPM vyang telah
mengalami graduasi, dan 4 orang KPM yang belum graduasi. Pemilihan tersebut
dilakukan agar penelitian memperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai
pelaksanaan pendampingan PKH, perubahan kondisi keluarga penerima manfaat,
serta hasil peran pendamping dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren
Kotagede.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu
wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
a. Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap para informan kunci,
meliputi pendamping PKH di wilayah Kemantren Kotagede, dan Keluarga
Penerima Manfaat KPM. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar penulis
dapat menggali informasi mendalam namun tetap fleksibel sesuai dinamika

lapangan. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memahami lebih
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jauh pandangan dan pengalaman informan mengenai fenomena yang diteliti.*®
Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data tentang peran, strategi, serta kendala
yang dihadapi pendamping dalam menjalankan tugasnya.
b. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati
aktivitas pendamping PKH dalam proses pendampingan kepada KPM, baik pada
kegiatan pertemuan kelompok, monitoring kewajiban pendidikan dan kesehatan,
maupun koordinasi antarinstansi. Observasi ini dilakukan secara partisipatif agar
peneliti dapat memahami interaksi sosial dan dinamika kerja pendamping secara
alami. Observasi partisipatif membantu peneliti memperoleh data kontekstual yang
autentik dan menggambarkan realitas sosial secara utuh.*
c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder seperti
laporan pelaksanaan PKH, data capaian SDGs tingkat daerah, pedoman operasional
PKH, serta kebijakan pemerintah terkait program perlindungan sosial. Dokumen
tersebut digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan observasi serta
memperkaya analisis data.

Ketiga teknik ini dipilih karena saling melengkapi dalam memperoleh data
yang komprehensif. Wawancara memberikan informasi verbal dan perspektif
subjektif informan, observasi memperlihatkan realitas empiris, sedangkan

dokumentasi memberikan data tertulis yang dapat diverifikasi.

“8 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R &
D), Cet. 6 (Bandung: Alfabeta, 2008). him 14

9 Lexy J. Meleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014). him. 37
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4. Teknik Validasi Data

Keabsahan atau validitas data dalam penelitian ini diuji menggunakan
teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Validasi data dalam penelitian
kualitatif dapat dinilai melalui empat kriteria: kredibilitas, transferabilitas,
dependabilitas, dan konfirmabilitas.*

d. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai
informan, seperti pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk
menilai konsistensi informasi.

e. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara data hasil wawancara, hasil
observasi lapangan, dan hasil studi dokumentasi.

Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk menjamin kredibilitas dan validitas
temuan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, peneliti tidak hanya
mengandalkan satu sumber informasi, tetapi mengonfirmasi data melalui berbagai
sudut pandang dan konteks, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang
menekankan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks.>!

5. Teknik Analisis Data
Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif

yang merujuk pada model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang

50 Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, Fourth Generation Evaluation (SAGE, 1989),
him. 111-113
51 Sugiono, Metode Penelitian kualitatif ( Bandung: Alfabeta,2022), him. 274-277.
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dijelaskan dalam buku Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.
Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam
terhadap fenomena sosial secara kontekstual melalui proses analisis yang
berlangsung secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan hingga penarikan
kesimpulan. Model analisis ini melibatkan tiga komponen utama yang selaras, yaitu
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang
keseluruhannya membentuk siklus analisis yang dinamis dan reflektif.>?

a. Reduksi data (Data reduction)

Proses ini melibatkan seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data
mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang
relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk peran, strategi, dan kendala
pendamping PKH, diseleksi dan dikategorikan sesuai tema tertentu.

b. Penyajian data (Data display)

Setelah data direduksi, hasilnya disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau
bagan tematik agar memudahkan peneliti memahami pola hubungan antarvariabel
sosial. Penyajian data ini membantu peneliti dalam mengorganisasi temuan dan
menarik makna dari hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing/verification)

Langkah ini dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah disajikan
untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta implikasi sosial dari peran

pendamping PKH dalam mendukung pencapaian SDGs. Proses ini berlangsung

52 Matthew B. Miles et al., Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (SAGE
Publications, 2013), him. 12-14
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terus menerus hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan terverifikasi
berdasarkan data lapangan.

Analisis dilakukan secara bersamaan sejak tahap awal pengumpulan data
hingga akhir penelitian. Hasil analisis tidak hanya menggambarkan fenomena
secara deskriptif, tetapi juga menjelaskan makna yang terkandung di balik tindakan

sosial pendamping PKH dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyusunan penelitian ini, pembahasan
disusun secara sistematis ke dalam empat bab utama.

Bab | berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah,
dan tujuan penelitian. Pada bagian ini juga dipaparkan hasil telaah terhadap
beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan peran pendamping Program
Keluarga Harapan (PKH) serta isu-isu terkait SDGs dalam pelaksanaan PKH.
Selanjutnya, disajikan kerangka teori yang menjelaskan konsep peran pendamping
sosial dalam konteks PKH dan kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs). Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang
digunakan, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian
berada di Kemantren Kotagede, Yogyakarta, dengan sumber data utama berupa
hasil wawancara mendalam terhadap informan, serta sumber data tambahan berupa
dokumentasi.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling, yang
melibatkan pendamping PKH serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Objek

penelitian difokuskan pada peran dan strategi pendamping PKH dalam mendukung
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pencapaian target-target SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang
digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam (in-depth interview),
Observasi Partisipati dan dokumentasi.

Bab Il berisi gambaran umum mengenai Program Keluarga Harapan (PKH)
secara nasional serta pelaksanaannya di wilayah Kemantren Kotagede, Yogyakarta.

Bab Il membahas secara mendalam peran dan strategi pendamping PKH dalam
mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta
berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan.

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban
atas rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi optimalisasi pelaksanaan PKH dalam mendukung

tercapainya target SDGs di tingkat lokal.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan

kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren
Kotagede Yogyakarta menjalankan empat peran yang saling melengkapi
berdasarkan kerangka Jim Ife dan Frank Tesoriero. Secara fasilitatif,
pendamping membangkitkan motivasi KPM mengakses layanan kesehatan dan
pendidikan, memfasilitasi dialog soal biaya sekolah, membantu pengurusan
Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), serta menegosiasikan solusi saat dana
bantuan disalahgunakan untuk utang konsumtif. Pendamping juga menciptakan
ruang diskusi kelompok untuk pengambilan keputusan bersama. Seluruh fungsi
ini bermuara pada satu tujuan: kemandirian KPM jangka panjang.

Secara edukatif, pendamping menyelenggarakan P2K2 dengan lima modul
literasi keuangan, kesehatan dan gizi, perlindungan lansia dan disabilitas,
pengasuhan positif, dan kewirausahaan yang dirancang mengubah perilaku,
bukan sekadar menambah pengetahuan. Simulasi menabung menggunakan
celengan terbukti lebih efektif daripada ceramah. Meski begitu, perubahan
sikap KPM tetap menjadi tantangan tersendiri karena jarak antara pengetahuan
dan tindakan nyata tidak bisa diperpendek hanya dengan satu atau dua

pertemuan.
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Secara representatif, pendamping bertindak sebagai juru bicara kelompok
marjinal yang sulit menembus birokrasi menangani aduan mulai dari
pengurusan ambulans gratis, lansia terlantar, hingga koordinasi bantuan hukum
perceraian melalui Kementerian Hukum dan HAM atau LBH. Peran ini relevan
karena sebagian besar KPM tidak memiliki pengetahuan prosedural yang cukup
untuk mengakses layanan tersebut secara mandiri.

Secara teknis, pendamping melakukan verifikasi silang data setiap tiga
bulan, memonitor kehadiran anak di sekolah dan balita di Posyandu, menangani
kartu ATM yang rusak atau terblokir, serta mengidentifikasi KPM yang siap
graduasi dengan target 24 KPM per tahun di Kotagede. Pekerjaan ini jarang
tampak, tetapi menjadi fondasi akuntabilitas program.

Dalam praktiknya, keempat peran berjalan saling melengkapi. Dalam satu
pertemuan, pendamping bisa sekaligus berfungsi edukatif, fasilitatif, lalu
berlanjut ke representatif. Kompetensi pendamping PKH dengan demikian
bersifat multidimensi: interpersonal, sistemik, dan advokasi sekaligus.

Hasil Pendamping PKH dalam Mendorong Pencapaian SDGs di Kemantren
Kotagede dapat diamati secara konkret pada empat bidang yang
berkorespondensi langsung dengan target SDGs. Bidang pengentasan
kemiskinan (SDGs 1) melalui PPSE, KPM berkapasitas wirausaha menerima
modal Rp5.000.000 berupa alat produksi bukan uang tunai untuk mencegah
penyerapan ke konsumsi jangka pendek. Sejumlah KPM berhasil bertransisi

dari buruh harian menjadi wirausahawan kecil dan mencapai graduasi mandiri.
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Pilihan bantuan berbasis barang ini lahir dari pengalaman lapangan, bukan
sekadar keputusan teknis.

SDGs ke-4 (pendidikan berkualitas). Pendamping menangani kasus anak
KPM yang terancam putus sekolah, termasuk anak yang meninggalkan pondok
pesantren tanpa melanjutkan ke pendidikan formal. Melalui pendekatan
persuasif dan fasilitasi administrasi, anak-anak tersebut kembali bersekolah.
Cara pandang orang tua bergeser dari mendorong anak bekerja selepas SMA
menjadi mempertimbangkan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang
perkuliah lewat beasiswa KIP Kuliah atau sekolah kedinasan sebagai jalur yang
nyata dan terjangkau.

SDGs ke-3 (Kesehatan sehat dan Sejahtera). Kelurahan Rejowinangun
menekan angka stunting hingga nol kasus dan mewakili wilayah dalam lomba
kesehatan provinsi. Capaian ini diraih melalui koreksi kebiasaan makan seperti
pola nasi lauk mi instan yang lazim di kalangan KPM dan penegakan kehadiran
di Posyandu lewat verifikasi bantuan, dan sinergi data dengan BKKBN.

SDGs ke-10 (pengurangan kesenjangan) pendamping mendorong tertib
administrasi kependudukan: penulisan nama akta kelahiran sesuai ketentuan
dan kepemilikan jaminan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Kesalahan
dokumen yang tampak kecil ini sering menjadi hambatan struktural akses
layanan publik. Dengan membenahi hal ini sejak awal, pendamping
membangun inklusivitas sosial dari level paling dasar.

Hambatan utamanya dalam pendampingan bukan birokrasi, melainkan

psikologis mentalitas ketergantungan yang sudah mengakar. Mengubah pola
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pikir ini butuh waktu, konsistensi, dan kedekatan relasi yang tidak bisa
digantikan oleh prosedur administratif apapun. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa PKH bukan sekadar mekanisme transfer bantuan. Dalam
praktik di Kemantren Kotagede, program ini menjalankan fungsi pembangunan
manusia yang bertahap dan multidimensi. Pencapaian SDGs tidak terjadi
otomatis dari bantuan finansial, melainkan dari perubahan perilaku,
peningkatan kapasitas, dan perluasan akses yang difasilitasi pendamping secara
langsung. Keberhasilan PKH tidak cukup diukur dari besaran dana yang
disalurkan, tetapi dari kualitas relasi dan komitmen pendamping dalam
mendorong perubahan yang bertahan setelah program berakhir.

Pendamping PKH di Kemantren Kotagede Yogyakarta menjalankan fungsi
yang melampaui tugas penyaluran bantuan. Nol kasus stunting di
Rejowinangun, pergeseran orientasi pendidikan keluarga menuju perguruan
tinggi, transisi KPM dari buruh menjadi wirausahawan, dan tertibnya dokumen
kependudukan ratusan keluarga miskin dan rentan semuanya adalah hasil
pendampingan yang terstruktur dan konsisten. Dampaknya memang tidak
selalu terlihat dalam satu siklus program, tetapi jejaknya nyata dalam kehidupan
keluarga yang didampingi. Dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan,
pendamping PKH bukan pelengkap program mereka adalah penggerak

utamanya.
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B. Saran
Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai peran pendamping PKH

dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) di

Kemantren Kotagede Yogyakarta, berikut adalah beberapa saran yang dapat

dipertimbangkan untuk keberlanjutan dan pengembangan inisiatif serupa:

1. Pendamping PKH perlu memperkuat strategi pendampingan dengan
mengambil inisiatif dalam merancang program kewirausahaan yang
disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan nyata KPM di wilayahnya. Materi
kewirausahaan dalam modul P2K2 yang bersifat umum belum cukup untuk
membekali KPM dengan keterampilan praktis yang siap diterapkan.
Pendamping dapat menyusun program kewirausahaan berbasis potensi lokal,
misalnya pelatihan pengolahan produk rumahan, pengelolaan keuangan usaha
kecil, atau pemanfaatan platform digital untuk pemasaran sebagai pelengkap
materi yang telah ada. Dengan merancang program secara mandiri dan
kontekstual, pendamping tidak hanya memperluas wawasan KPM, tetapi juga
mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi yang lebih konkret sebagai
bekal menuju graduasi dari program PKH.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kemensos perlu memberikan perhatian lebih
pada beban kerja pendamping PKH. Tugas yang diemban tidak hanya terbatas
pada program PKH, tetapi meluas menjadi focal point berbagai layanan sosial
di wilayah mulai dari mengurus data non aktif BPJS dengan jumlah pendataan

yang banyak ini berpotensi mengurangi efektivitas pendampingan jika tidak
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diimbangi dengan penambahan kapasitas, baik dari sisi jumlah tenaga maupun
dukungan operasional.

. KPM perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam proses pendampingan,
bukan sekadar hadir sebagai peserta pasif dalam pertemuan P2K2. Materi yang
telah diterima baik tentang literasi keuangan, gizi, maupun pengasuhan anak
semestinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung
jawab terhadap bantuan yang diterima. KPM yang telah memiliki kapasitas
ekonomi yang membaik juga didorong untuk mempersiapkan diri menuju
graduasi dari program PKH, sehingga alokasi bantuan dapat dialihkan kepada
keluarga lain yang lebih membutuhkan.

. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah Kemantren dengan pendekatan
kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas.
Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah atau menggunakan
pendekatan komparatif antara beberapa kemantren dengan karakteristik yang
berbeda. Perlu dikaji lebih dalam mengenai efektivitas jangka panjang
perubahan perilaku KPM pascapendampingan Graduasi sebuah dimensi yang
belum terjawab dalam penelitian ini. Penelitian dengan metode campuran
(mixed methods) yang mengintegrasikan data kuantitatif terkait indikator SDGs
juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi
nyata program PKH terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di

tingkat lokal.
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